DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra
Aditya Bakti.

Abdul Majid, 2017, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Makassar, Penerbit Aksara
Timur.

Ade Ismayani, 2019, Metodologi Penelitian, Banda Aceh, Syiah Kuala University
Press.

Amiruddin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo
Persada.

Bambang Sunggono, 2001, Hak Mendapat Bantuan Hukum, Bandung, Mandar
Maju.

Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika.

Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, 2020, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta,
Penerbit Thafa Media.

Emillia Muzwar Akobiarek, 2019, Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia, Jakarta, STT-PLN.

Erma Yulihastin, 2008, Bekerja sebagai Polisi, Jakarta, Erlangga.

| Ketut Swarjana, 2022, Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias dalam
Penelitian, Yogyakarta, Penerbit Andi.

Ika Atikah, 2022, Metode Penelitian Hukum, Sukabumi, Haura Utama.

Ishag, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta
Disertasi, Bandung, Alfabeta.

John Kenedi, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem
Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis
Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat,
Jakarta, Kencana.

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,
Jakarta, Sinar Grafika.

100



101

Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press.

Muhammad Ashri, 2018, Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar,
Makassar, CV Social Politic Genius (SIGn).

Muhammad Nur, 2020, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Banda
Aceh, Yayasan PeNA Aceh.

Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat), Bandung, Refika
Aditama.

Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, 2015, Hak Asasi Tersangka Pidana,
Jakarta, Kencana.

Philipus M. Hadjon, 2017, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya,
Bina limu.

Rukin, 2019, Metodologi Penelitian Kualitatif, Takalar, Yayasan Ahmar Cendekia
Indonesia.

Satjipto Rahardjo, 2007, Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan
Kemasyarakatan, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis,
Yogyakarta, Genta Publishing.

Siti Malikhatun Badriyah, 2022, Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat
Prismatik, Jakarta, Sinar Grafika.

Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta,
Pusat Studi Hak Asasi Manusia UlI.

Supriadi, 2006, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta,
Sinar Grafika.

Wiwin Yuliani dan Ecep Supriatna, 2023, Metode Penelitian bagi Pemula,
Bandung, Penerbit Widina.

Yoyok Ucuk Suyono, 2014, Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945, Yogyakarta,
Laksbang Grafika.



102

B. Artikel/Jurnal/Disertasi

Dede Suryana, “Transformasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Tersangka dalam
Putusan Praperadilan,” (Disertasi Doktor Universitas Pasundan, Bandung,
2023).

Dinda Dinanti dan Yuliana Yuli Wahyuningsih, Perlindungan Hukum atas Hak-
Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia, Jurnal Yuridis 3 (Desember 2016).

Eko Sulistiono, “Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Tersangka pada Proses
Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Mizan:
Jurnal llmu Hukum 8 (Desember 2019).

Fandy Prabowo, “Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan
Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat,” Al-Qanun: Jurnal
Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 21 (Juni 2018).

Henny Saida Flora, “Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi melalui Media
Sosial Online,” Journal Justiciabelen (3J) 2 (Juli 2022).

Herman, dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Tersangka atas Perlakuan
Sewenang-wenang dalam Penyidikan melalui Hak Tidak Menjawab,”
Halu Oleo Legal Research 6 (April 2024).

Indra Hafit Zahrulswendar, dkk., “Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses
Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari,” Proceedings The 1st
UMYGrace 2020.

Kondar Siregar, Usman Pelly, dan Anwar Sadat, “Pencegahan Tindak Prostitusi
Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu,” Jurnal Mimbar Hukum 28
(Oktober 2016), hal. 1-3.

Laurensius Arliman, “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara
Hukum Indonesia,” Dialogia luridica 11 (November 2019).

Margo Hadi Pura dan Hana Faridah, “Asas Akusator dalam Perlindungan Hukum
Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” Jurnal Hukum
Sasana 7 (Juni 2021).

Maulida, dkk. “Peranan Penasehat Hukum dalam Pendampingan Tersangka di
Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen),” REUSAM:
Jurnal llmu Hukum 10 (Mei 2022).



103

Meldrik B. Pattipeiluhu, “Penerapan Prinsip Miranda Rule dalam Pemeriksaan
terhadap Tersangka,” Lex Crimen IV (Agustus 2015).

Muhammad Muthi Al Zakawali, dkk., “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana
Kejahatan Prostitusi Online (Studi Penelitian di Kota Langsa),” Suloh:
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 10 (Oktober 2022).

Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan
dengan Prinsip Accusatoir,” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian
Hukum 18 (Juni 2020).

Naufal Riski, “Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum
Kenegaraan,” Mandalika Law Journal 1 (Mei 2023).

Sayid Muhammad Rifki Noval, dkk. “The Fusion of Block Chain, Pornography,
and Human Trafficking in a Global Digital Dragnet that Forms the Online
Child Sex Trafficking,” Russian Law Journal 11 (Mei 2023).

Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam
Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia,” Majalah Hukum
Nasional 48 (Desember 2018).

C. Peraturan Perundangan-undangan

Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN
No. 76, TLN No. 32009.

Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11
Tahun 2008, LN No. 58, TLN No. 4843.

Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016, LN No. 251, TLN No.
5952.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht], diterjemahkan
oleh Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Herziene Inlandsche Reglement],
diterjemahkan oleh C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004).

Provinsi Aceh, Qanun Hukum Acara Jinayat, Qanun Nomor 7 Tahun 2013, LA No.
7, TLA No. 51.

Provinsi Aceh, Qanun Hukum Jinayat, Qanun Nomor 6 Tahun 2014, LA No. 7,
TLA No. 67.



104

D. Sumber Lain

Indra Wijaya, “Terungkap, PSK di Banda Aceh dan Sekitarnya Kebanyakan
Ternyata IRT dan Single Parent,” https://aceh.tribunnews.com/, diunduh
20 Juli 2023.



https://aceh.tribunnews.com/

